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KEPUTUSAN 

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 

NOMOR 700/IT6.1/PR/2020 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 

BERBASIS UNIT KERJA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 

 

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran 

(RAK) Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 

dilakukan melalui pengusulan RAK oleh setiap unit 

kerja dilingkungan Institut Surakarta; 

  b. bahwa guna keseragam dalam penyusunan rencana 

kegiatan dan anggaran serta tercapainya sasaran 

kinerja ISI Surakarta dipandang perlu adanya 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan  Anggaran 

Unit Kerja; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja Institut Seni 

Indonesia Surakarta. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 

2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4301); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 
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  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152); 

  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian 

Program di Lingkungan Kementerian Nasional; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 3); 

  13. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja 

Utama; 

  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626); 

  15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut 

Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 615). 

 



 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN UNIT KERJA DI INSTITUT SENI 

INDONESIA SURAKARTA. 

KESATU : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit 

Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta merupakan 

pedoman yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit 

kerja di Institut Seni Indonesia Surakarta dalam 

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran. 

KEDUA : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit 

Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta sebagaimana 

terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

Keputusan ini. 

KETIGA : Hal-hal yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam 

pelaksanaan tugas, dan belum diatur dalam Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, akan diatur 

dalam ketentuan tersendiri. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat 

Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Seni 

Indonesia Surakarta Tahun 2020. 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

       Ditetapkan di Surakarta 

       Pada Tanggal, 23 Oktober 2020 

 

       REKTOR, 

 

 

 

       GUNTUR 
  



LAMPIRAN  : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

UNIT KERJA 
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020 

 
KATA PENGANTAR 

 

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja secara lebih baik 

di bidang penganggaran Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan 

keseragaman ajuan kegiatan, maka diperlukan pedoman  yang digunakan 

sebagai acuan bagi unit kerja di ISI Surakarta dalam menyusun rencana 

kegiatan dan anggaran. 

 Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang telah dirancang 

dan tertuang dalam rencana strategis, dan memerlukan pengaturan yang 

matang dalam pelaksanaan bagi keseluruhan unit organisasi.  Anggaran 

merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan suatu institusi yang dinyatakan dalam satuan keuangan. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak 

berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah 

disusun. 

Pedoman ini diharapkan membantu unit kerja di lingkungan ISI 

Surakarta dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran sehingga 

memberi kontribusi pada pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

kerja, dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada peningkatan 

akuntabilitas Kinerja ISI Surakarta. 

 

  



PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNIT KERJA 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara secara tegas menyatakan bahwa instansi pemerintah 

diwajibkan menyusun anggaran dengan mengacu kepada: 

1. Pendekatan Anggaran Terpadu ;   

2. Kerangka Pengeluaran  Jangka Menengah/KPJM; 

3. Penganggaran Berbasis Kinerja / PBK (Perfomance Based 

Budgeting). 

Di samping menerapkan tiga pendekatan, dalam anggaran 

belanja negara,  pemerintah juga diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) 

klasifikasi sesuai  Bagan  Akun Standar yaitu:  

1. Klasifikasi Fungsi;  

2. Klasifikasi Organisasi; dan  

3. Klasifikasi Ekonomi atau Jenis Belanja 

Ketiga pendekatan dan ketiga klasifikasi di atas selanjutnya akan 

dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran yang dikenal 

sebagai RKA-K/L dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Sebagai satuan kerja dari kementerian pendidikan dan 

kebudayaan, sudah menjadi keharusan bagi Institut Seni Indonesia 

Surakarta untuk menyusun anggaran dengan baik, yaitu dengan 

dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja. 

Pada dasarnya perencanaan anggaran merupakan gambaran 

aktivitas operasional sebuah perguruan tinggi yang menjadi bagian dari 

pemerintah. Karena itu seluruh tahapan dan proses penganggaran, 

mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, 

dan evaluasi diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.  



Untuk itu diperlukan suatu panduan yang akan digunakan sebagai 

penetapan penyusunan.  Pedoman penyusunan Rencana kegiatan dan 

anggaran berbasis unit kerja anggaran akan menjadi panduan 

perencanaan pada setiap unit kerja. 

Tujuan pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Unit Kerja di 

ISI Surakarta dalam menyusun RKA yang dibiayai melalui APBN, baik 

yang bersumber dari Rupiah Murni (RM),  maupun Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). 

  



BAB II 

PROGRAM DAN KEGIATAN ISI SURAKARTA 

 

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan 

dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang 

menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan 

kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta 

memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Yang dimaksud kinerja 

adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil 

dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.  

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: 

1. Pengalokasian anggaran berorientasi untuk menghasilkan atau 

mencapai tingkat kinerja tertentu (output and outcome oriented); 

2. Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugas-

fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money 

follow function); 

3. Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap 

menjaga prinsip akuntabilitas (let the managers manages). 

Secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya 

keterkaitan yang jelas antara target kinerja kebijakan yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan nasional dan besaran alokasi pendanaan anggaran 

yang akan  dikelola K/L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam 

struktur organisasi K/L). 

Hubungan antara struktur organisasi dan kinerja yang akan dicapai 

merupakan kerangka PBK  digambarkan seperti diagram di bawah ini: 

  



 

Gambar I : Hubungan antara struktur organisasi dan struktur 

Penganggaran 
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Tabel 1. Penjelasan Diagram Hubungan Struktur Organisasi – Struktur 

Penganggaran 

No 
Struktur 

Organisasi 
Struktur 

Penganggaran 
Keterangan 

1. Eselon I/Institut Visi Visi ISI Surakarta dibangun dengan  memperhatikan  

berbagai kekuatan dan kelemahan internal serta 

peluang dan tantangan yang dihadapi melalui 

landasan pemikiran yang proaktif 

  Misi Misi merupakan penjabaran serta rencana 
pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu 

mencapai visi yang sudah ditetapkan 

  Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah sasaran yang didefinisikan 

secara luas yang harus dicapai agar sebuah strategi 

berhasil 

  Program Program merupakan penjabaran dari kebijakan 

sesuai dengan visi dan misi K/L yang rumusannya 

mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau 
unit K/L yang berisi Kegiatan untuk mencapai hasil 

dengan indikator kinerja yang terukur 

  Hasil (outcome)  Hasil merupakan prestasi kerja yang berupa 

segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu 

Program 

 Kriteria dari hasil sebuah Program adalah : 1) 

Mencerminkan Sasaran Kinerja unit Eselon I 

sesuai dengan visi, misi dan tugas- fungsinya; 2) 

Mendukung Sasaran  Strategis K/L; dan 3) 

Dapat dilakukan evaluasi. 

  Indikator Kinerja 

Utama Program 

 IKU Program merupakan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat 
Program 

 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun 

IKU Program berorientasi pada kuantitas dan 

kualitas 

2 Eselon II Kegiatan Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang 

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker 

atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen 
Kegiatan untuk mencapai output dengan indikator 

kinerja yang terukur. 

  Output/Keluaran  Output merupakan prestasi kerja berupa barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran  dan tujuan program dan 

kebijakan. 

 Kriteria dari output adalah mencerminkan 

sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau 

penugasan prioritas pembangunan nasional; 

 Merupakan produk utama/akhir yang 

dihasilkan oleh Satker penanggung jawab 

kegiatan; 

 Bersifat spesifik dan terukur; 



 Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih 

dari satu jenis; 

 Setiap Output  didukung oleh komponen 

masukan dalam implementasinya; 

  Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 

 IKK merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mengukur output pada tingkat 
Kegiatan. 

 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun 

IKK berorientasi pada kuantitas, kualitas, 

dan/atau harga. 

  Sub output • Sub output pada hakikatnya merupakan output 

• Suboutput sifatnya optional 

3. Eselon III Komponen  Merupakan tahapan/bagian dari proses 

pencapaian output, yang berupa paket-paket 

pekerjaan 

 Komponen bisa langsung mendukung pada 

output atau pada suboutput 

  Sub komponen  Sub komponen  merupakan kelompok-
kelompok detil belanja, yang disusun dalam 

rangka memudahkan dalam pelaksanaan 

Komponen 

 Sub komponen sifatnya optional (boleh 

digunakan, boleh tidak). 

  detail  Detil Belanja merupakan rincian kebutuhan 

belanja dalam tiap-tiap jenis belanja yang 
berisikan item-item belanja 

 

  



BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN 

 

A. Tahapan dan Prosedur Penyusunan RKA ISI Surakarta  

RKA yang disusun oleh setiap Unit Kerja dilingkungan ISI 

Surakarta yang diusulkan merupakan bahan untuk menyusun 

Rencana Kerja ISI Surakarta yang kemudian dijabarkan ke dalam RKA 

ISI Surakarta sampai akhirnya menjadi RKA-KL dan DIPA. 

Tahapan penyusunannya dimulai dari penyusunan RKA di tingkat 

Unit Kerja yang selanjutnya diajukan kepada Rektor dan ditembuskan 

ke Bagian Perencanaan untuk menentukan urgensi dan skala prioritas 

dan dikompilasi menjadi satu RKA (Satu TOR dan satu RAB). 

Penyusunan RKA ini agar dikoordinasikan pada tingkat Unit Kerja 

dengan jajaran yang terkait untuk dievaluasi guna menghindari 

duplikasi rencana, dan pengabaian rencana yang dinilai penting. 

RKA yang disusun oleh setiap Unit Kerja harus mengacu pada 

RENSTRA, dan RKA tersebut harus mencerminkan kegiatan yang 

merupakan tugas dan fungsi dari Unit Kerja terkait. RKA yang 

mengacu pada RENSTRA dalam mencapai hasil/output dapat 

dilakukan secara bertahap ataupun dalam satu tahun anggaran, 

artinya pencapaian output sesuai dengan indikator keberhasilan pada 

RENSTRA dapat dicapai secara bertahap mengacu pada tahapan yang 

ditargetkan pada RENSTRA. RKA juga mengacu pada STATUTA atau 

OTK, artinya Kegiatan yang dilakukan sesuai RKA tersebut harus 

merupakan tugas dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja sehingga 

tidak ada RKA yang tumpang tindih antar Unit Kerja. 

Pencapaian Target dalam menyusun RKA sangatlah penting 

sehingga keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan dapat terukur 

dan terencana.  Rencana    Kerja    dan    Anggaran    (RKA) 

berdasarkan Renstra ISI Surakarta.  Hal penting dalam penyusunan 

RKA adalah Pagu Sementera PNBP sudah ditetapkan terlebih dahulu 

dan ditetapkan oleh Rektor.  Secara rinci proses penyusunan dapat 

dilihat pada uraian berikut ini : 

1. Kabag  Perencanaan  beserta  Staf  menyiapkan  Panduan format 

penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); minggu 

ke-3 bulan 11 TS-1; 

2. Rektor   memberikan   masukan   dan   pertimbangan mengenai isi 

Panduan dan Pola Penyiapan RKA. ( Minggu ke-3 bulan 11 TS-1); 

3. Kepala Biro AKP  menandatangani surat pengantar panduan 

Format   acuan   penyusunan   program   dan anggaran TS+1  

yang terdiri dari Panduan Penyusunan RKA, Panduan Penyusunan 

TOR, dan  Renstra ISI Surakarta.  Panduan disampaikan kepada 



Unit/Bagian/Lembaga/Biro dilingkungan ISI Surakarta untuk 

menyampaikan Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan 

Kerjasama . (Minggu ke-4 Bulan 12 TS-1); 

4. Ka Unit/Ka.Bagian/Ka Lembaga/Ka Biro dilingkungan ISI 

Surakarta menyampaikan Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan 

Kerja sama (Minggu ke 2 Bulan Desember TS - 1); 

5. Kasubbag Perencanaan  mengkompilasi  usulan  Rencana  Kerja  

dan Anggaran (RKA)     dari     Unit/Bagian/Lembaga/Biro 

dilingkungan ISI Surakarta sesuai dengan pagu sementara 

(Minggu ke 2 Bulan Desember TS-1); 

6. Kompilasi  usulan  RKA  Unit/Bagian/Lembaga/Biro  di bahas 

pada Rapat Kerja (Raker) Tingkat Rektorat; 

7. Pagu Indikatif Fakultas, Pascasarjana dan Rektorat ditetapkan 

Oleh Rektor melalui Pra Rapat Kerja. (minggu ke-2 Januari TS); 

8. Bagian Perencanaan memverifikasi usulan RKA dan 

mengkoordinasikan penyesuaian RKA Rektorat agar sesuai dengan 

Pagu Indikatif  yang ditetapkan; 

9. Ka. Biro AKP menandatangani surat pengantar panduan format    

acuan    penyusunan   program    dan anggaran TS+1  yang terdiri 

dari Panduan Penyusunan RKA, Panduan Penyusunan KAK dan 

Renstra ISI Surakarta. Panduan disampaikan kepada Fakultas 

/Pascasarjana dilingkungan ISI Surakarta untuk menyampaikan 

Usulan RKA ke bagian Perencanaan dan Kerjasama berdasarkan 

Alokasi Pagu Indikatif yang diputuskan dalam rapat (Minggu ke-3 

Bulan Januari TS ); 

10. Fakultas/Pascasarjana        dilingkungan        ISI Surakarta 

berdasarkan hasil rapat Fakultas menyampaikan Usulan RKA ke 

bagian Perencanaan. (Minggu ke 2 Pebruari TS); 

11. Panitia/tim mengkompilasi usulan Rencana Kerja dan Anggaran

 (RKA) dari Fakultas/Pascasarjana dilingkungan ISI Surakarta 

sesuai dengan Alokasi Pagu Indikatif (Minggu ke-3 Pebruari TS); 

12. Kompilasi Usulan RKA dari Fakultas/Pascasarjana digabung 

dengan Usulan RKA dari Unit/Bagian/Lembaga/Biro

 dilingkungan ISI Surakarta untuk dibahas pada Rapat Kerja 

Tingkat Institut. (Minggu ke-3 Pebruari TS); 

13. RKA hasil Raker Tingkat Institut dikompilasi oleh Panitia/tim RKA 

(Minggu ke-4 Pebruari TS); 

14. RKA Final ditetapkan oleh Rektor. 

 
B. Jadwal Penyusunan RKA ISI SURAKARTA 

Sesuai dengan Bagan Alur di atas maka jadwal penyusunan RKA TA n 



dapat diuraikan pada tabel jadwal berikut ini : 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKA ISI Surakarta TA n 

WAKTU KEGIATAN FASILITATOR 

Minggu IV Desember n-2 

Pengajuan Target sementara  

PNBP & RKA Rektorat serta 

Raker Rektorat 

BAKP 

Minggu IV Desember n-2 Penyusunan Pagu Indikatif 
Bagian Perencanaan 

+BAKP+PIMPINAN 

Minggu II Januari n-1 
Sosialisasi Penyusunan Draft 

RKA 

Bagian Perencanaan + 

BAKP 

Minggu III Januari n-1 Penyusunan Draft RKA UNIT KERJA 

Minggu IV Januari n-1 Penelaahan Draft RKA 

Bag 

Perencanaan+BAKP+TIM 

SPI+UNIT KERJA 

Minggu I Pebruari n-1 RKA sudah Semi Final BAKP 

Minggu II Pebruari 
RKA dibahas pada Rapat 

FAKULTAS/PASCA/REKTORAT 
UNIT KERJA 

Minggu III Pebruari n-1 RKA FINAL UNIT KERJA+BAKP 

Minggu IV Pebruari n-1 RKA dibahas pada Rapat 

Bag Perencanaan 

+BAKP+PIMPINAN+UNIT 

KERJA 

Minggu I&II Maret n-1 Penyusunan TOR/RAB UNIT KERJA 

 

C. Ketentuan Penyusunan RKA 

Berdasarkan peraturan baru yang dikeluarkan oleh DJA Kementerian 

Keuangan, maka pola penyusunan RKA di ISI Surakarta mengacu pada 

peraturan tersebut. 

Menurut  skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap 

Fak/Pasca/Unit kerja, dibagi dalam 2 kategori yaitu: 

1. Prioritas Utama (PU) 

Yaitu RKA yang merupakan kegiatan pokok dan tidak boleh 

dihilangkan. 

RKA Prioritas utama terdiri dari :  



a. kegiatan operasional  unit kerja 

contoh : kegiatan operasional perkantoran seperti Gaji, 

pemeliharaan, belanja keperluan perkantoran, honor 

operasional satuan kerja. 

b. kegiatan pokok yang merupakan TUPOKSI unit kerja terkait 

dan merupakan kegiatan rutinitas dan berulang sesuai dengan 

KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) 

contoh :  kegiatan penelitian untuk Lembaga Penelitian, 

kegiatan P2M untuk Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, 

Perbaikan dan pengembangan Jaringan Hot Spot untuk 

Puskom, serta proses penyelenggaran Tri Dharma Perguruan 

Tinggi untuk Fakultas/Pasca. 

2. Prioritas Pendukung (PP) 

Yaitu RKA yang merupakan kegiatan pendukung dalam menunjang 

kegiatan prioritas utama. RKA Prioritas pendukung terdiri dari : 

a. Kegiatan yang merupakan pendukung dalam pencapaian 

output 

Contoh :  dalam menyelenggarakan penyusunan proposal 

penelitian perlu diadakan pelatihan penyusunan proposal, dan 

dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian tersebut perlu 

dibuatkan kegiatan desiminasi hasil penelitian  

b. Kegiatan inovatif yang menunjang pencapaian output 

Contoh :      magang, penghargaan, dll. 

Menurut sumber dana, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh 

setiap setiap Fak/Pasca/Unit kerja, dibagi dalam 2 sumber yaitu: 

1. Dana yang bersumber dari RM (Rutin Murni) 

RKA ini dapat berupa kegiatan prioritas utama ataupun 

pendukung akan tetapi nilainya tidak dapat dipastikan. RKA ini 

terdiri dari dana eks rutin (gaji dan tunjangan, operasional 

satker) dan eks pembangunan (program kegiatan dan fisik). 

2. Dana yang bersumber dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan 

Pajak) 

Yaitu RKA yang disusun berdasarkan usulan dari masing-masing 

Unit Kerja berdasarkan pagu indikatif yang diberikan. Dana ini 

diberikan berdasarkan pembagian proporsi pagu antara 

http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_3.pdf


fakultas/pasca dengan rektorat melalui kesepakatan rapat 

pimpinan, sedangkan untuk rektorat pembagian pagu 

berdasarkan analisis SP4 + BAKP dengan persetujuan Pimpinan. 

Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari 

rencana  kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra. 

 

D. Data Pendukung dalam Menyusun RKA 

Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari dua bagian yang saling 

terkait satu sama lain, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of 

Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Masing-

masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (TOR), adalah 

suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan 

penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai 

sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga 

yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi 

pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan. 

Fungsi TOR adalah sebagai berikut: 

a) Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian 

kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya; 

b) Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai urgensi 

pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang  

keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 

c) Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan 

pemeriksaan  realisasi kegiatan tersebut; dan 

d) Sebagai informasi bagaimana output kegiatan 

dilaksanakan/ didukung oleh komponen input, serta apa 

saja tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana 

pelaksanaannya untuk mencapai output Kandungan 

dalam TOR meliputi antara lain: 



(1) Uraian mengenai apa (what) pengertian kegiatan yang 

akan dilaksanakan serta keluaran (output) yang akan 

dicapai; 

(2) Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan 

dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan 

atau sasaran  program yang hendak dicapai oleh 

satuan kerja; 

(3) Siapa (who) satker/panitia/tim/personil yang 

bertanggung jawab melaksanakan dalam pencapaian 

output. Termasuk juga siapa (who) sasaran yang akan 

menerima manfaat dari kegiatan tersebut; 

(4) Kapan (when) kegiatan tersebut dimulai dan berapa 

lama (how long) waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikannya; 

(5) Di mana/lokasi (where) kegiatan tersebut 

dilaksanakan; 

(6) Bagaimana (how) kegiatan tersebut dilaksanakan; dan 

(7) Berapa perkiraan biayanya (how much) yang 

dibutuhkan. 

Format TOR adalah sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

Menjelaskan dasar hukum yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi satker berupa Undang-Undang (UU), Keputusan Presiden 

(Keppres), Peraturan Menteri (Permen) dan yang lainnya serta 

kebijakan kementerian negara/lembaga yang merupakan dasar 

keberadaan kegiatan/aktivitas berkenaan berupa peraturan 

perundangan yang berlaku. 

II. Rencana Aktivitas  

a. Gambaran Umum 

Menjelaskan secara singkat mengapa (why) aktivitas tersebut 

dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut 

dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas yang dipilih dengan 



aktivitas keluaran (output) dalam mendukung pencapaian 

sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan 

mendukung pencapaian tujuan kebijakan, mencakup: 

1) Alasan umum 

Diuraikan mengapa aktivitas ini perlu dilakukan  

2) Alasan penambahan/pengurangan anggaran 

Diuraikan mengapa aktivitas ini memerlukan 

penambahan/pengurangan anggaran. 

3) Cakupan output 

cakupan keterkaitan output dengan relevansi kegiatan. 

4) Kinerja dua tahun sebelumnya. 

Menjelaskan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya 

(minimal 2 tahun). 

5) Keterkaitan dengan prioritas Tugas dan Fungsi Unit 

Pengusul. 

Kegiatan yang diusulkan agar menjelaskan keterkaitan 

tugas dan fungsi dari masing-masing kegiatan yang 

dilakukan dengan tugas dan fungsi dari unit pengusul. 

b. Maksud dan Tujuan 

Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan 

berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan 

(bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan. 

c. Keluaran 

Menjelaskan keluaran (output)  apa saja yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan. 

d. Penerima Manfaat 

Menjelaskan siapa saja yang akan menerima manfaat atas 

tercapaiannya keluaran (output) tersebut. Bisa unsur dari 

dalam satker / Kementerian / Lembaga atau masyarakat. 

e. Strategi dan Pencapaian  

i. Metode Pelaksanaan 

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (How) dalam 

rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. 



Apakah dengan cara kontraktual atau dengan cara 

sewakelola. Yang dimaksud dengan swakelola adalah 

kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannnya 

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh 

K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 

pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 

Contoh Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, 

seminar, lokakarya atau penyuluhan, Pekerjaan survey, 

pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, 

pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem 

tertentu, Pekerjaan  untuk proyek percontohan (pilot 

project) dan survey yang bersifat khusus untuk 

pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat 

dilaksanakan olen penyedia barang/jasa, dan lain-lain. 

Kontraktual adalah pekerjaan yang cara pelaksanaannya 

memerlukan perjanjian tertulis antara PPK dengan 

Penyedia Barang/Jasa. 

ii.   Metodologi Pelaksanaan 

Menjelaskan metode apa yang akan dilakukan (how) dalam 

rangka melaksanakan aktifitas untuk mencapai keluaran. 

Apakah dengan cara panel survei atau sebagainya, serta 

bagaimana cara pengambilan sampelnya (metode 

pengumpulan data dan metode pengambilan sampel dan 

estimasi). 

iii.  Tahapan Pelaksanaan 

Menjelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian sasaran, 

berupa penjelasan dari masing-masing komponen input 

(what, how, who, where). Bagaimana komponen input 

tersebut dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan (when) dari 

masing-masing komponen input berupa time table yang 

dituangkan dalam empat tahapan kegiatan, yaitu 

Perencanaan/Persiapan, Pelaksanaan, Pengolahan dan 



Laporan/Diseminasi. 

f. Waktu  Pelaksanaan 

Merupakan jadwal waktu (time table) pelaksanaan, masing-

masing aktivitas. 

g. Waktu  Pencapaian Keluaran 

Menjelaskan kapan keluaran (output) kegiatan tersebut akan 

dicapai (when), apakah selama beberapa bulan, selama tahun 

berjalan, atau terus menerus setiap tahun. 

III. Rencana Anggaran Biaya 

Menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai 

keluaran tersebut (how much) secara global. Biaya lebih rinci 

tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) yang 

merupakan satu kesatuan dengan TOR. 

IV.  Penandatangan TOR 

TOR harus ditandatangani oleh Eselon II, disetujui oleh Eselon I, 

dan distempel. 

3. RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian 

komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap 

komponen suatu kegiatan. RAB mencakup penjabaran lebih lanjut 

dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam rangka pencapaian 

output kegiatan dalam TOR. RAB sekurang-kurangnya memuat: 

a. Rincian aktivitas/belanja; 

b. Perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-

masing komponen;  

c. Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/output. 

Fungsi RAB yaitu sebagai berikut: 

a. Alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen 

biaya yang dibutuhkan dalam TOR; 

b. Alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan 

pendukung suatu output dalam TOR; dan 



c. Alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu 

output dalam TOR. 

Contoh format TOR dapat dilihat di lampiran 

 

E. Panduan Penyusunan RKA  

1.  Pola Penyusunan RKA  

Terkait dengan tata cara penyusunan atau pola yang digunakan 

dalam menyusun RKA di Tahun n, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun rencana kerja dengan biaya yang 

diperlukan, antara lain sebagai berikut : 

1) RKA yang disusun harus berdasarkan Ketentuan Penyusunan 

RKA sesuai point C. 

2) Usulan kegiatan harus didukung/dilengkapi dengan volume, 

satuan, dan sasaran yang dituju. 

3) Untuk volume adalah jumlah item kegiatan pada RKA, dan 

untuk satuan dapat dibuat dengan menyesuiakan pada realitas 

kegiatan, sedangkan untuk sasaran adalah steakholder atau 

obyek kegiatan yang menjadi tujuan. 

4) Untuk belanja modal satuan yang digunakan adalah paket atau 

unit tergantung jenis belanja modal dalam RKA. 

2.  Penjelasan Umum dan Format Penyusunan RKA Tahun n 

Penjelasan Umum 

1. Sejak tahun 2009 pemerintah mulai mengaplikasikan 

penyusunan usulan program dan anggaran berbasis kinerja 

(performance base) secara ketat. Artinya, bahwa usulan program 

dan anggaran disusun dengan prioritas hasil keluaran (output) 

yang optimal sehingga dalam penyusunannya harus didasarkan 

atas payung kegiatan yang spesifik dengan indikator keluaran 

yang SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliable and 

Timely) serta memenuhi kaidah aturan Bagan Akun Standar 

(BAS). 



2. Sehubungan dengan itu,  penyusunan usulan program dan 

anggaran akan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yakni; 

tahap penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sebagai 

bahan Rapat, dilanjutkan dengan tahap penyusunan RKA-KL 

(Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga). 

3. Format RKA merupakan format Rekapitulasi usulan program, 

kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh 

Fakultas/Unit/Lembaga/Pascasarjana berdasarkan usulan unit 

dasar (Jurusan/Lab/Bagian) yang mengacu pada target sasaran 

Rencana Strategi.  

4. RKA dapat dikatakan sebagai jembatan penghubung dalam 

penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran untuk 

memenuhi capaian indikator rencana sasaran target n sesuai 

tabel terlampir. 

5. Penyusunan RKA-KL merupakan finalisasi usulan program dan 

anggaran yang dikuatkan dengan data dukung seperti Proposal 

Kegiatan, TOR, RAB, brosur harga, SK, Jadwal pelaksanaan dan  

Pencairan Anggaran, serta pendukung lainnya guna menguatkan 

proposal kegiatan yang diusulkan. 

6. Sebagai bahan rapat institut, tiap-tiap Unit/Lembaga agar 

mengumpulkan Format RKA sesuai draft alokasi PNBP yang 

tahun n terlampir.   Sedangkan usulan RM (Rupiah Murni) 

dicantumkan dalam RKA Fakultas/Unit yang mengusulkan 

sesuai  program prioritas nasional (top down) seperti program 

hibah (Hibah Penelitian, PHK, PGBI, dll), beasiswa mahasiswa. 

7. Penyusunan RAB Kegiatan agar mengacu pada tarif Standar 

Biaya Masukan (SBM) dan tarif Standar Biaya Keluaran (SBK). 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur SBM dan 

SBK dapat di download pada website Kementerian Keuangan 

Direktorat Jenderal Anggaran RI 

(http://www.anggaran.depkeu.go.id) 

 



 
Tabel 3. Format dan Contoh Penyusunan RKA 

TABEL 
       RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

ISI SURAKARTA 
      

TAHUN  
      FAKULTAS/LEMBAGA/BIRO/BAGIA

N/UNIT/..... 
      

        

NO 

KEGIATAN/KOMPO
NEN INPUT 

KEGIATAN/SUB 
KOMPONEN 

OUTPU 
KEGIATAN 

SUMBER 
PEMBIAYAAN 

KODE 
SASARAN 

KETERANGAN 

VOL SATUAN  RM  PNBP 
PROGRAM 
RENSTRA 

1 Diklat Teknis 38 orang 
90.000.

000  
P 4 

TOR, RAB 

terlampir 

            P 4.2.6   

                

                

                

                

                

                

 
Penjelasan Pengisian Format RKA 

1. Isian : Fak/Pasca/Unit/Lembaga: ……... diIsi dengan Nama 

Fakultas/Pascasarjana/Unit/Lembaga 

2. Kolom 1 :  diisi dengan nomor urut kelompok kegiatan. 

3. Kolom 2 :  diisi dengan nama uraian kegiatan/sub 

kegiatan/komponen yang diusulkan pada tahun anggaran n secara 

jelas dan singkat. 

4. Kolom 3 : diisi sesuai dengan target volume output kegiatan (dengan 

angka) yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. 

5. Kolom 4 : diisi dengan satuan volume sasaran dari dari masing-

masing output kegiatan.  

6. Kolom 5 : diisi dengan nilai anggaran kegiatan yang diusulkan 

bersumber dari Rupiah Murni (RM). 

7. Kolom 6 : diisi dengan nilai anggaran kegiatan yang diusulkan 

bersumber dari PNBP. 

8. Kolom 7 : diisi dengan kode sasaran sesuai dengan kode program 

yang relevan dalam  Tabel Target Sasaran Rencana Strategis  

9. Kolom 8 : diisi dengan uraian keterangan apabila ada hal-hal khusus 

yang dapat memperjelas usulan kegiatan. 

i. Cara Pengajuan RKA 

Penyusunan RKA dilakukan secara online dan konsulidasi dengan 

pimpinan terkait di unit kerja masing-masing. RKA diverifikasi 

pimpinan unit kerja masing-masing sebagai pengesahan untuk 

kemudian dikirimkan ke Bagian perencanaan secara online. 



BAB IV 

PEMAHANAN BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 

SEBAGAIITEM PENYUSUNAN RAB PENDUKUNG RKA 

 

 

A. Klasifikasi Akun Standar 

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang 

ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan 

perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan 

pelaporan keuangan pemerintah pusat. Seperti yang telah diuraikan 

pada Bagian Pendahuluan, disebutkan bahwa dalam menyusun 

Anggaran Belanja setiap Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah 

diwajibkan untuk menerapkan tiga klasifikasi belanja menurut BAS. 

Posisi  ISI  Surakarta di dalam Klasifikasi BAS dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Klasifikasi Organisasi 

Klasifikasi organisasi adalah pengelompokan anggaran belanja 

negara berdasarkan struktur K/L, tidak bersifat permanen dan 

akan disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga 

pemerintah pusat yang ada. Berdasarkan Lampiran 1 BAS dan 

Lampiran I PMK No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi 

Anggaran, ISI Surakarta mempunyai Kode Bagian Anggaran 047 

2. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 

tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 

pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi 

diatur dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (5) UU No.1 Tahun 2003, 

terdiri atas 11 (sebelas) fungsi utama. Dari 11 (kesebelas) fungsi 

tersebut ISI Surakarta mempunyai fungsi utama penyelenggara 

pendidikan kode (047.01). 

3. Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja) 

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan  Pasal 

11 UU No.1 Tahun 2003 terdiri atas delapan jenis belanja yaitu : 

Belanja Pegawai (51), Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), 

Belanja Pembayaran Bunga Utang (54), Belanja Subsidi (55), 

Belanja Bantuan Hibah (56), Bantuan Sosial (57), dan Belanja 

Lain-lain (58). Sedangkan di ISI Surakarta umumnya 

menggunakan tiga jenis belanja, yaitu : Belanja Pegawai (51), 

Belanja Barang (52), dan Belanja Modal (53). 

 

B. Jenis Belanja yang Digunakan untuk Penyusunan RAB pada RKA di 

ISI Surakarta 



Jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran di RAB 

yang diusulkan sesuai dengan RKA diantaranya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

LAMP 01 : JENIS BELANJA-MATA ANGGARAN KEGIATAN 

 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 
 
 

  



BAB V 
PENUTUP 

 
Demikian  buku pedoman ini disusun, dengan harapan dapat 

manjadi panduan dan mempermudah para perencana di lingkungan 

Bagian/Bidang/Subdirektorat dalam menyusun RKA 2016, sehingga RKA 

yang diusulkan menjadi berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Buku pedoman ini akan dievaluasi setiap tahun dalam rangka 

mengakomodasi setiap perkembangan peraturan dan dinamika dalam 

penerapannya. 

 
       Ditetapkan di Surakarta 

       Pada Tanggal, 23 Oktober 2020 

 

       REKTOR, 

 

 

 

       GUNTUR 

 


